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ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 33 Tahun 2018,
Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasangan Alat Peraga
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d;
Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor
1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/20I8 tentang Petunjuk Teknis
Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan
Ukuran APK dengan Keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan
Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye
Calon Anggota DPD dan Petugas Kampanye;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat
Peraga Kampanye Tambahan yang di Cetak oleh Peserta Pemilihan

Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir



dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1174); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/
PL.01.5-Kpt/ 06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi

Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor 96/PL.01.5-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018
diatur tentang :

Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan
yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Menetapkan Jenis dan Jumlah
Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum

Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:



Baliho, Ukuran 3x5 m paling banyak 5 (lima) buah per
Desa/Kelurahan atau sebutan lain; Spanduk, Ukuran 1x5 m paling

banyak 10 (sepuluh) buah per Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

CATATAN: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Oktober 2018



